
WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR ?O TAHT]N 2OO7

TENTANG

?IDOMAN PELAKSANAAN PEIYYERTAAI\I MODAL MELALUI PROGRAM

ERDAYAAIY KEPADA KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAI\I MENENGAH

WALIKOTA KEDIRI,

bahwa dalam rangka optimalisasi Program Pemberdayaan Kepada

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Kediri diperlukan

perkuatan struktur permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (KUMKM) agar mampu menjadi badan usaha dan pelaku

usaha yang tangguh, mandiri serta memiliki daya saing, sehingga dapat

meningkat pendapatannya serta memperluas kegiatan usahanya;

bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

perlu menyelenggarakan pinjaman perkuatan permodalan dengan pola

bergulir bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Kediri

dari dana Penyertaan Modal Melalui Program Pemberdayaan Kepada

Koperasi, Usatra Mikro, Kecil dan Menengah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan huruf b perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang

Pedoman Teknis Penyertaan Modal Melalui Program Pemberdayaan

Kepada Koperasi, Usatra Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daeratr Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

Tengah, Jawa Barat dan dalam Daeratr Istimewa Yogyakarta (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

b.

:  1.
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Undmg-Undang Nomor 25 Tattun 1992 tentang Perkoperasian

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tarnbahan Lembaran

NegaraNomor 3502);

Undang-Undang Nomor 9 Tatrun 1995 tentang Usatra Kecil (Lembaran

Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambalun Lembaran Negara Nomor

36r l);

Undang-Undang Nomor 32 Tatrun 2004 tentang Pemerintahan Daeratr

(Lembaran Negara Tatrun 2004 Nomor 125, Tambatran Lembaran

NegaraNomor 4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintalran Daeratr (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4438);

Peraturan Pemerintatr Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan

Pengembangan Usatra Kecil (Lembaran Negara Tatrun 1998 Nomor 46,

Tambatran Lembaran Negara Nomor 37 43);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tatrun 1998 tentang Modal

Penyertaaan pada Koperasi ( Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 47,

Tambahan Lernbaran Negara Nomor 37 40);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tatrun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daeratr Otonom

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambatran Lembaran Negara

Nomor 3952);

Peraturan Pemerintatr Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi

Pemerintalran (Lembaran Negara Tatrun 2005 Nomor 49, Tambatran

Lembaran Negara Nomor a503);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tatrun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang lnvestasi

Pemerintah (Lembaran Negara Tatrun 2007 Nomor 24, Tambahan

Lembaran Negara Nomor a698);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeratr;

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor I Tatrun 2007 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri Tatrun Anggaran 2007

(trmbaran Daerah Tahun 2007 Nomor I Seri A);

a
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13.
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14. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 19 Talurn 2007 tentang Pe,nyertaan

Modal Melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah (Lembaran Da€ratr Kota Kediri Tatrun 2@7 Nomor

19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor l9).

MEMUTUSKAITT:

PBDOMAN PELAKSANAAI\I PEI\TYERTAAI\i MODAL MELALUI

PROGRAM PEMBERDAYAN KEPADA KOPERASI, USAHA

MIKRO, KECIL DAI\ MEI\ENGAH.

BAB I

KETENTUAI\I TJMUM

Pasal I

Perattran Walikota ini yang dimaksud dengan :

Talikota adalah Walikota Kediri.

?rogrcm Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Milro, Kecil dan Menengah yang

-lanjutrya 
disebut Program adatatt rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintatr

Kota Kediri dalam bentuk pinjaman perkuatan perrnodalan pola bergulir bagr Koperasi,

tsaha Mikro, Kecil dan Menengatr (KUMKM) di Kota Kediri agar mampu berperan sebagai

bdan usatra yang tangguh dan mandiri, merniliki daya saing, meningkatkan pendapatan serta

Empu mengembangkan usahanya.

Ihna Pinjaman Perkuatan Permodalan Pola Bergukir bagi Koperasi, Usatra Mikro, Kecil dan

Venengah (Kulvfl<Ivf) adalah berasal dari dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
yelalui Program Pernberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

(XUMKM) dipinjamkan dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan

pcrmodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Mene,ngah (KUMKM) guna

Frgembangan usatrany4 dan selanjutnya digulirkan kepada p€laku Usaha Mikro, Keciln

Uenengah dan Koperasi (KulvflCvf) lainnya

icnyertaan Modal Pemerintah Kota Kediri yang selanjutrya disebut Penyertaan Modal

dalah pengalihan kepemilikan aset milik daeratt yang semula merupakan kekayaan yang

tibk dipisahkan menjadi kekayaan yang tidak dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai

day salmln daeratr melalui Program Pernberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil

h Menengah ( KUMKM) di Kota Kediri.

ha Bergulir Baru adalah dana bergulir yang berasal dari angsuran pokok yang dibayarkan

oleh masy'araka pelaku Koperasi. Usaha Mikro. Kecil, d^n Menengah (KUMKM) sebagai
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f.s€rta Program dari pinjaman dana bergulir yang diterima untuk digulirkan kepada

nr,gota- anggotany4 maupun kepada masyarakat pelaku Koperasi, Usatra Mikro, Kecil dan

\lenengah (KUMKM) lainnya yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang

:rrlaku.

hgalihan Dana Bergulir adalah pemindatran dana bergulir dari masyarakat pelaku

(''rperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( KUMKM) sebagai Peserta Program yang

oerjanya tidak baik kepada masyarakat pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

r{enengatr ( KUMKM) lainnya yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

lm Verifikasi adalatr kelompok atau satuan kerja yang dibentuk dan diatur dengan

kputusan Walikota Kediri yang keanggotaannya berasal dari unsur-unsur Dinas/ Instansi

r*ait.
-.:r Teknis Dinas adalatr kelompok atau satuan kerja yang dibentuk dan diatur dengan

trputusan Kepala Dinas yang keanggotaannya dari unsur Dinas terkait sesuai lingkup tugas

r.kok dan fungsinya yang sesuai dengan Program ini, serca memiliki tugas membantu Tim
-. rifikasi.

lank Pelaksana adalatr bank yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kediri untuk

neinbantu menyalurkan dana bergulir serta melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam

sjanjian kerjasama antara Bank Pelaksana dengan Pemerintah Kota Kediri melalui instansi

skait.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

t--nruk memberikan kepastian hukum dan kejelasan arah baik bagi pengurus atau pengelola

ioperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pemodal dan para pejabat pembina

masyarakat pelaku usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Untuk lebih mempertegas status dan kedudukan modal penyertaan melalui Program

Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kediri dalam

bentuk pinjaman perkuatan permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

TKUMKM) Tahun 2007.
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Bagan Kedua

Sasaran

Pasal 3

Tersalurnya dana pinjaman perkuatan permodalan pola bergulir kepada masyarakat pelaku
foperasi, Usalra Mikro, Kecil, dan Menengatr (KUMKM) yang bergerak dibidang produksi,

is4 perdagangaru industri kerajinan/ industri rumah tanggq pertanian, perikanan,
peternakan di Kota Kediri melalui Program Pemberdayaan Koperasi, Usatra Mikro, Kecil
lhn Menengatr Kota Kediri;

Terwujudnya peningkatan modal kerja bagi masyarakat pelaku Koperasi dan Usatra Mikro,
Kecil dan Menengah yang bergerak di bidang produksi, jasq perdagilgil, industri kerajinar/
bdustri rumah tanggq pertanian, perikanan, peternakan di Kota Kediri;
Tcnvujudnya Penerimaan Asli Daeratr (PAD) dari masyarakat pelaku Koperasi, Usatra
Mikro, Kecil dan Menengah sebagai bentuk keikutsertaan seqra langsung dalam proses

Fembangunan di Kota Kediri;

Tenvujudnya perguliran dana pinjaman yang disalurkan kepada anggota Koperasi dan
aggota Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berbentuk kelompok maupun perguliran
hu kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lainnya dalam rangka peningkatan
in pengembangan usahanya;

Terlaksananya Program beserta Perawatan Program dalam rangka memperkuat permodalan
hgi pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi di kota Kediri melalui pinjaman dana
b€rgulir yang mengacu prinsip Tri Sukses, yaitu: Sukses Penyaluran, pemanfaatan,
pengembalian dana serta terwujudnya peningkatan dan pengernbangan usatra ekonomi
poduktif maupun usaha jasa pada masyarakat.

BAB TII

'f,'RSYARATAI\ 
BAGI KOPERASI, USAHA MIKRo, KECIL DAI\I MENENGAII

SEBAGAI PESERTA PROGRAM

Bagian Kesatu

Persyaratan Bagi Lembaga Koperasi

Pasal 4

)-aratan bagi Koperasi yang akan menjadi peserta progftm ditetapkan sebagai berikut :
Koperasi primer yang memiliki Usatra Unit Simpan Pinjam, berbadan hukum Kota Kediri
rrinimal2 (dua) tahun;

Velaksanakan R{T secara rutin setiap tahun tutup bukq minimal 2 (tatrun) tutup buku
Erdkhir bef,uJru- urrur
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Mernpunyai anggota yang memiliki usaha produktif / pelaku Usaln Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM), sedikitrya 20 orang;

Diprioritaskan Koperasi yang mendapat Penilaian Kesehatan USP, paling rendah Cukup

Sehat;

Belum pernah menerima piqiarnan permodalan baik dari APBN maupun APBD

Propinsi JawaTimur;

Surat Pernyataan sanggut dilakukan Uji Penilaian Kelayakan Usaha ke lokasi pemohon;

Vengajukan Permohonan bermaterai yang dilampiri Proposal Kelayakan Usatra serta

persyaratan lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku, melalui Tim Teknis Dinas.

Bagian Kedua

Persyaratan Bagi Usaha Mikro

Pasel 5

bagi Usaha Mikro yang akan menjadi peserta program ditetapkan sebagai berikut :

largaNegara lndonesiq berdomisili dalam wilayah Kota Kediri;

llempunyai Paguyuban Usatta atau Kelompok Usaha" minimat beranggotakan 5 (ima) orang

gusaha mikro;

tlemiliki legalitas Paguyuban Usaha atau Kelompok Usatn yang dilarrpiri

ILftar Susunan Keanggotaan Paguyuban Usatra atau Kelompok Usaha, serta dikuatkao/

ftomendasi minimat oleh Kepala Keluratran;

Foto copy Karft Tanda Penduduk ( KTP) masing- masing anggota Paguyuban Usatra atau

tdompok Usatra yang dilegalisir Kepala Kelurahan;

Ilpioritaskan yang memiliki atau melakukan basis kegiatan produksi/ usaha dalam wilayatr

Im Kediri;

hd Pernyataan bersedia dilakukan Uji Penilaian Kelayakan Usatra kelokasi pemohon;

lhat pernyataan sanggup menyerahkan anggunan/ jaminan, baik milik P4guyuban atau

ldompok ataupun anggotanya atas pinjaman perkuatan modal apabila permohonan pinjarnan

^a"hulkan;

facngajukan Permohonan bermaterai yang dilampiri Proposal singkat tentang Kelayakan

U!rh4 serta persyarakn lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku melalui Tim Teknis

I}inas.
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Bagien Ketiga

Persyaratan Bagi Pengusaha Kecil dan Menengah

Pasal 6

bagi Pengssaln Kecil dan Menengah yang akan menjadi peserta progam ditetapkan

Warga Negara lndonesi4 berdomisili dalam wilayah Kota Kediri;

Mempunyai legalitas usaha berupa SIUP/ TDP atau LegalitaV Perijinan lainnya sesuai

t*lang usatra yang dilakukan;

Foto copy Kaftu Tanda Penduduk ( KTP) yang dilegalisir Kepala Keluralran;

Diprioritaskan yang memiliki atau melakukan basis kegiatan produksi/ usaha dalam wilayah

Kota Kediri;

Surat pernyataan bersedia dilakukan Uji Penilaian Kelayakan Usaha kelokasi pemohon;

Srat pemyataan sanggup anggunad jaminan atas pinjaman perkuatan

pcrmodalan apabila permohonan pinjaman dikabulkan;

Vengajukan Pennohonan yang dilampiri Proposal Kelayakan Usaha serta persyaratan

hinnya sebagaimana ketentuan yang berlaku, melalui Tim Teknis Dinas.

BAB IV

SELEKSI CALON PESERTA PROGRAM

Pasal 7

i terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUlvflM) sebagai calon Pes€rta

dilale*an oleh Tim Teknis Dinas dengan alamat Sekretariat: Dinas Perindustian"

Pertambangan dan Koperasi Kota Kediri, Jl. Penanggungan 7 Telp. (0354)

Kota Kediri dengan tatrapan sebagai berikut :

hmberitahuan dan penjelasan prognm kepada masyarakat pelaku Koperasi, Usaha Mikro,

Iccil dan Menengah (KUMKM);

herimaan permohonan dari masyarakat pelaku Koperasi, Usalra Mikro, Kecil dan

Xcnengah ( KUMKM);

fHakukan seleksi dan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5

h Pasal 6;

fhberi tanda terima penyeratran permohonan kepada KUMKM yang sudatr memenuhi

ldengkapan persyaratan ;

hyampaian hasil seleksi calon Peserta Prograrn oleh Tim Teknis Dinas yang

ftomendasi oleh Kepala Dinas terkait selaku penanggung jawab Tim Teknis Dinas,

rTada Tim VcrifLesr:



Tm Verifusi ffuh Uji Penilaim Kelayakm Usaha ke lokasi pemonon dcnga

mperhatikan tarra cara penilaian atas identifikasi pemohon, penanggung jawab

pgembalian, identifikasi usah4 nsncana peng$maan dana bergulir serta prospek

;rkembangan kedepan dan kelengkapan pendukung lainnya

Tm Verifikasi setelah melakukan verifikasi terhadap hasil seleksi calon Peserta Progrart

pg telah mendapat rekomendasi daxi Tim Teknis Dfuxas, pating lanrbat I (satu) minggu dari

-a 
masuknya permohonan calon peserta program , melakukan penetapan baik persetujuan

rrr penolakan sebagai Peserta Program melalui Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh

Lnra Tim Verifikasi, dengan tembusan kepada Tim Teknis Dinas dan Bank Pelaksana;

hberitahukan Surat Keputusan Penetapan baik persetujuan atau penolakan sebagai

t!€rta Program kepada masyarakat pelaku Koperasi, Usatra Mikro, Kecil dan Menengah

ftltvfl(Ivl) calon peserta prograrn, melalui Tim Teknis Dinas.

BAB V

STATUS DANA

Pasal E

Pinjaman Perkuatan Permodalan Pola Bergulit Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

(KUNflM) Kota Kediri Tahun 2007 berasal dari Modal Penyertaan Pemerintatr

melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Me,nengah

BAB YI

TATA CARA DAI\[ PERSYARATA}I PENCNRAN

PINJAMAN DANA BERGT'LIR

Pasal 9

dana Pinjaman Perkuaran Permodalan Pola Bergulir Bagi KLJMKM kepada Peserta

(penerima dana pinjaman pola bergulir), dilaksanakan oleh Bank Pelaksana dengan tata

fu persyaratan, sebagai berikut :

ftserta Program wajib menandatangani naskah perjanjian kerjasama dengan Pemerintatr

Ida Kediri yang diwakili oleh Kepala Dinas Perindustian, Perdagangan, Pertambangan dan

Iop€rasi Kota Kediri dengan ketentuan :

l- Bagi lembaga Koperasi diwakili oleh Ketua dan Bendahara Koperasi;

L Bagi Usaha Mikro, diwakili Ketua dan B€ndahara Paguyubar/ Kelompok Usatrq

3- Bagi Usaha K€cil d'n Menengab, dilaksanakan oleh Pengusaha

l
I
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Peserta Progm wajib mernbuka Rekening Tabungan untuk penampungan dana bergulir

trda Bank Pelaksanq yang ketentuan teknis administrasinya diatur oleh Bank Pelaksana

l. Rekening peserta program untuk menampung transfer dana pinjaman bergulir;

L Rekening atas nama Pemerintah Kota Kediri, yang terbagi dalam 3 (iga) rekening yaitu

rekening untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 2Vo, rckemng untuk Tim

Verifikasi sebesar 2% danrekening untuk Tim Teknis Dinas sebesar l%;

3. Rekening jasa provisi Bank Pelaksana sebesar 1%.

Pes€rta Prograrn menerima pencairan dana pinjaman bergulir dari

&ngan menyerahkan dokumen persyaratan sebagai berikut :

l. Surat persetujuan penerima modal dari Pemerintah Kota Kediri yang diwakili oleh Tim

Verifikasi yang ditujukan kepada Bank Pelaksana;

2. Fotocopy Perjanjian antara pinas Perindutian, Perdagangan, Pertambangan dan

Koperasi Kota Kediri dengan KUMKM sebagai penerima modal.

BAB VII

PEMBAYARAN KEWAJIBAI\I

Pasel 10

pembayaran kewajiban Peserta Program kepada Bank Pelaksana diatrn sebagai

Sebesar 2o/o (dua perseratus) pertahun dari pokok prnjarnan sebagai Sumbangan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) Kota Kediri, selanjutnya oleh Bank Pelaksana disetorkan ke Kas Daerah

Pemerintatr Kota Kediri dengan rekening Sumbangan Masyarakat Koperasi, Usaha Milcro,

Kecil dan Menengah;

Sebesar 4 o/o ( dua perseratus) pertatrun dari pokok pinjarnan, dibayarkan sebagai jasa

pembinaarU pemantauan dan pengawasan serta pelaporan analisa perkembangan terhadap

KUMKM peserta Program, dengan alokasi sebagai berikut:

l. Tim Verifikasi, sebesar 2 o/o (dtaaperseratus);

2. Tim Teknis Dinas, sebesarl % (satu perseratus);

3. Bank Pelaksana, sebesar I % (satu perseratus).

selanjutnya dapat dicairkan dan dialokasikan kepada rekening masing- masing Tim

Pelaksana sebagai honorarium/ dana operasional dan kepada Bank Pelaksana sebagaijasa

Jrrmfah pembalaran kewajiban sebesar 6 % (enam perseranrs) pertatrun dari pokok pinjaman

stbagaine rlirnetqxl pada huruf a dan huntr b. dilaksanakan oleh peserta progam untuk

Pelaksana

;

i
I



Dasa tah pctm dilaksamkan pada sad t)@ Pinjqmtr| diterima dnr rEL11 mrsa

rgsuran tahun kedua dilaksanakan pada Bulan Pertama nrasa angsuran tahun kedua;

Sebesar 100 o/o ( seratus perseratus) dari pokok pinjaman, dibayarkan sebagai angsuran

pokok pinjaman sebanyak 24 (dtla puluh empat ) kali selama 24 bularu dan dibulcukan pada

rckening masing-masing KUMKM Peserta Program;

Fembayaran angsuran pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf d yang menjadi

tcwajiban Peserta hogram, pelaksanaan pembayarannya dilalcukan setiap bulan sebesar 4,17

% ( empat, tujuh belas perseratus) dari pokok pinjaman.

PENGEMBALIAN,,'-H,ffi DAI\I PEI\TYALI,RAN
DANA BERGULIR BARU

Bagian.Kesatu

Pengembelien Dena Bergulir

Pasel 11

Peserta Program wajib mengernbalikan dana bergulir sampai lunas dalam jangka waktu 24
bulan.

Peserta Program wajib mernbayar angsuran pokok sebanyak 24 (dtn puluh empat ) kali/
hrlan" masing- masing sebesar 4,17 o/o ( empaL tujuh belas peneratus) dari jumlah pinjaman

dena berglulir yang diterima.

Pembayaran angsuran pokok sebagaimana dimaksud pedra ayat (l) diangsur oleh peserta

Program rutin setiap bulan setelah beraktrirnya masa teirggang waktu 2 (dua) bulan sejak
pencairan pinjamarr dana bergulir.

Pengembalian dana bergulir sebagaimana dimakzud pada ayat (l) dan (2) bagi peserta

Program yang mampu, dapat mehmasil mengembalikan pokok pinjaman lebih cepat dari
waktu ketentuan.

Angsuran pokok pinjaman dana bergulir Peserta Program disetorkan ke dalam Rekening atas
nama Peserta Program pada Bank Pelaksana

Bagien Kedua

Pengalihan llane Bergulir

Pasal 12

Dana Bergulir yang diterima oleh Peserta Program dapat ditarik kembali dan dialihkan
kepada calon Peserta Program lainnya, apabila Pes€rta Program dimaksud, berdasarkan
pemantaud monitoring Tim Teknis Dinas menrmjrrkkan kinerja sebagai berikut :

l
I
i
I



a- pcdl-lnEhdap Pes€rta Progrm mcruni*km hasil ymg tidak bailq

b. Peserta Program melanggar ketentuan tentang penyaluran, pemanfaatan dan

pengembalian dana bergulir sebagaimana diatr dalam peraturan ini;

c. Apabila pengurus atau pengelola melakukan penyimpangan, penyalatrgruraan, dan

atau penyelewengan atas pi4iaman dana bergulir yang diterima

Dalarn hal terjadi penarikan dan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) maka

Peserta Program dimaksud wajib mengembalikan seluruh pinjarnan d"na bergulir dengan

memperhitungkan jumlatr pinjaman dana bergulir yang telah dikembalikan.

Dana pengembalian dan atau pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditampung

sernentara dalam Rekening pada salah satu Peserta Program yang

Teknis Dinas.

ditunjuk oleh Tim

Pengalihan dana bergulir kepada calon Peserta Program lainnya dilakukan oleh Bank

Pelaksana berdasarkan keputusan dari Tim Verifikasi dengan persyaratan dan kewajiban

yang sama sebagaimana dimalsud dalam Pasal9 dan Pasal 10.

Bagian Ketiga

Penyaluran Dana Bergulir Bam

Pasal 13

Dana pinjaman bergulir banr yang dihimprm dan berasal dari angsuran masing-masing

Peserta Program disalurkan kepada calon Peserta Program lainnya (yang memenuhi syarat)

berdasarkan usulan Tim Teknis Dinas yang telatr disetujui oleh Tim Verifikasi selanjutnya

ditetapkan sebagai Peserta Program baru.

Pes€rta Program baru (penerima dana bergulir baru) wajib meme,nuhi persyaratan sesuai

dengan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

BAB IX

ORGANISASI PELAKSANAAN DAI\T BAI\IK PELAKSANA

Bagian Kesatu

Organisasi Pelaksanaan

Pesal 14

Organisasi Pelaksana Kegiatan Program dilaksanakan oleh :

a- Tim Verifikasi ; dan

b. Tim Teknis Dinas.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (l) bertanggungiawab kepada Walikota-

I
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Bagian Kedua

BAIIK PELAKSANA

Pasal 15

kelancaran pelaksanaan kegiatan Program, Walikota menetapkan Bank Pelaksana yang

dan kewajibannya diatur dalam naskatr perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Kediri

diwakili oleh Kepala Dinas Perindustian, Perdagangan, Pertanrbangan dan Koperasi Kota

iri dengan Bank Pelaksana.

BAB X

PENGEI\IDALIAN KEGIATAIT

Pasal 16

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan langkatr-langkah preventif

dan pengendalian, antara lain : sosialisasi, koordinasi, verifikasi, pemantauan dan

pemeriksaan secara berkala.

Langkah preventif dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan

oleh Tim Teknis Dinas dan Tim Verifikasi .

BAB )il

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Kediri melalui Program Pemberdayaan Kepada

i, Usaha Mikro, Kecil dan Menengatr dalam bentuk Pinjaman Perkuatan Permodalan

Bergulir Bagi Koperasi, Usalra Mikro, Kecil dan Menengatr Tatum 2007 bersumber dari

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kediri Tatrun 2007.
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BAB XII

PENUTUP

Pasal 18

Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

setiap orang mengetatruinya" memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan

patannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri

padatanggal 3-g - lt - 
^w'7

}DANGKAN DALAM tsERTIA DA

x.oTA KEDl l . l r l
;N \oo7 PADA rCLaTllro

H. A. MASCHUT

I


